ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pendaftaran merek
dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM)
belum berkeadilan; untuk menganalisis kelemahan-kelemahan apa sajakah yang
timbul pada sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada produk usaha,
mikro, kecil, menengah (UMKM) vyang belum berkeadilan; dan untuk
menganalisis rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan indikasi geografis pada
produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) berbasis pada nilai keadilan.
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma
konstruktivisme. Metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari
dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Menggunakan analisis
deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Sistem pendaftaran merek dan
indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) belum
berkeadilan karena adanya perbedaan sistem pembayaran untuk umum dan
UMKM, padahal di UMKM terdapat kriteria yang membedakan antara Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam hal finansial, sumber daya
manusia maupun mapping terhadap produk yang akan di daftarkan mereknya.
Artinya sistem Konstitutif (firs to file) dalam pendaftaran merek dapat
memberikan kepastian hukum yang adil, yang dilakukan secara ketat dan
konsisten sehingga hak dan perlindungan merek yang diberikan kepada pemilik
merek terdaftar. (2) Kelemahan-kelemahan yang timbul pada sistem pendaftaran
merek dan indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah
(UMKM) yang helum berkeadilan dikarenakan tidak adanya pencantuman filosofi
merek saat pendaftaran atau pencantuman di klausul formulir pendaftaran. Akan
tetapi, di UU No0.20/2016 adanya pelampiran tabel merek sebagai tambahan
persyaratan baru. Adanya multi tafsir terhadap permohonan yang ditolak oleh
DJKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain terhadap
barang dan/atau sejenisnya. (3) Rekonstruksi sistem pendaftaran merek dan
indikasi geografis pada produk usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) berbasis
pada nilai keadilan yakni Pasal 20 butir a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak mempertegas penyebutan Pancasila
dan juga Undang-Undang Dasar 1945, sehingga nilai yang terkandung dalam Hak
Kekayaan Intelektual dapat terfokus terhadap nilai yang terkandung dalam Sila
ke-1, Sila ke-5 dan Sila ke-2 dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20
tahun 2016 pengubahan kata dapat menjadi kata wajib.
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